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ABSTRACT

Digital Population Identity (Identitas Kependudukan Digital/IKD) is a
national policy aimed at supporting the digital transformation of
population administration to improve the quality of public services. This
study aims to analyze the implementation of the IKD policy in Mojokerto
City using the policy implementation framework of Van Meter and Van
Horn. This research employs a qualitative descriptive approach, with
data collected through observation, interviews, and documentation, and
analyzed using the Miles and Huberman model. The results indicate that
the implementation of IKD has been carried out but has not yet been
optimal. Policy standards and objectives have been clearly established;
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however, the achievement of IKD activation targets has not met the
predetermined goals. Human resources and infrastructure are relatively
adequate, but technical problems in the application and low levels of
digital literacy among the community remain challenges. Policy
socialization has not reached all segments of society evenly. These
findings suggest that the success of IKD implementation is influenced not
only by clear standards and sufficient resources, but also by
implementers’ disposition and the social readiness of the target
community.

ABSTRAK

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan kebijakan nasional
dalam rangka transformasi digital administrasi kependudukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan IKD di Kota Mojokerto menggunakan
kerangka Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan
teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data model Miles
dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IKD telah berjalan namun belum
optimal. Standar dan sasaran kebijakan telah ditetapkan secara jelas, tetapi capaian target aktivasi IKD
belum terpenuhi. Ketersediaan sumber daya dan sarana prasarana relatif memadai, namun masih terdapat
kendala teknis aplikasi dan rendahnya literasi digital masyarakat. Sosialisasi kebijakan belum menjangkau
seluruh lapisan masyarakat secara merata. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi
IKD dipengaruhi tidak hanya oleh standar dan sumber daya, tetapi juga oleh disposisi pelaksana dan
kesiapan sosial masyarakat.

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor publik merupakan agenda strategis pemerintah
Indonesia untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelayanan publik. Dalam
konteks administrasi kependudukan, sistem informasi kependudukan memiliki hubungan kausal
langsung dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara, seperti akses terhadap layanan
kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Selain itu, ketersediaan data kependudukan yang
andal juga menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan negara, khususnya untuk
perencanaan pembangunan, penentuan prioritas program, serta alokasi anggaran yang lebih
tepat sasaran (Biringan et al., 2024).
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Sebagai bagian dari agenda tersebut, Kementerian Dalam Negeri meluncurkan kebijakan
Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai instrumen digitalisasi Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (KTP-el). IKD dirancang sebagai identitas nasional digital yang terintegrasi guna
mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik maupun swasta secara
lebih praktis dan aman (Permendagri No. 72 Tahun 2022; Perpres No. 82 Tahun 2023). Kebijakan
ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sekaligus
mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan.

Secara nasional, implementasi IKD menunjukkan perkembangan, namun capaian aktivasi
belum merata di seluruh daerah. Kota Mojokerto merupakan salah satu daerah yang secara
kelembagaan dinilai siap dalam pengembangan layanan digital, tercermin dari capaian nilai
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 4,32 pada tahun 2024. Meskipun
demikian, kesiapan kelembagaan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat
adopsi IKD di masyarakat. Data Dispendukcapil Kota Mojokerto hingga akhir tahun 2025
menunjukkan bahwa realisasi aktivasi IKD baru mencapai 17.039 jiwa dari target 32.434 jiwa
(30% penduduk wajib KTP), sehingga masih terdapat kesenjangan capaian yang cukup signifikan.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan IKD tidak
hanya ditentukan oleh kesiapan sistem dan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor
lain, seperti efektivitas komunikasi kebijakan, karakteristik dan sikap pelaksana, serta kondisi
sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Perbedaan tingkat literasi digital, keterbatasan
perangkat teknologi, serta kesiapan masyarakat dalam beradaptasi dengan layanan berbasis
aplikasi menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi IKD di tingkat daerah. Oleh karena itu,
kebijakan IKD perlu dipahami sebagai proses implementasi kebijakan publik yang kompleks,
bukan semata-mata persoalan teknis digitalisasi.

Beberapa penelitian terdahulu terkait IKD (Tukan & Rahmadanita, 2023; Widiyarta &
Humaidah, 2023) telah mengidentifikasi berbagai kendala implementasi, seperti keterbatasan
infrastruktur, rendahnya literasi digital, dan permasalahan teknis aplikasi. Namun, sebagian
besar penelitian tersebut menggunakan kerangka teori Edwards III dan berfokus pada level desa
atau kelurahan. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait kajian
implementasi IKD di tingkat pemerintah kota dengan menggunakan pendekatan teori yang lebih
komprehensif.

Berdasarkan fenomena kesenjangan antara target dan realisasi aktivasi IKD serta adanya
gap dalam pendekatan teoritis dan level analisis, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Mojokerto menggunakan
teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Teori ini menawarkan kerangka analisis
yang holistik melalui enam variabel utama, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya,
komunikasi antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi
sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan
akademik dalam pengembangan studi implementasi kebijakan publik di era digital, sekaligus
menjadi dasar rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi
percepatan dan pemerataan adopsi IKD yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Identitas
Kependudukan Digital (IKD) di Kota Mojokerto berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn.
Secara khusus, penelitian ini mendeskripsikan dan mengevaluasi proses implementasi dengan
fokus pada enam indikator kunci: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar
organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan
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politik. Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, pengumpulan data
dilakukan melalui teknik triangulasi atau penggabungan berbagai metode, analisis data bersifat
induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada pemaknaan daripada
generalisasi(Sugiyono, 2019). Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang memungkinkan peneliti menggali
pemahaman mendalam tentang dinamika, hambatan, dan faktor pendukung implementasi IKD
dari perspektif pelaksana dan penerima kebijakan.

Lokasi penelitian atau tempat peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang
dibutuhkan (Moelong,2017:127). ditetapkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Mojokerto sebagai instansi pelaksana utama kebijakan IKD di tingkat daerah, dengan masa
penelitian dari Oktober hingga Desember 2025. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara
mendalam semi-terstruktur dengan informan kunci yang dipilih secara purposive sampling,
mencakup tiga kelompok: (1) pejabat struktural (Kepala Bidang PIAK), (2) pelaksana teknis
(operator SIAK), dan (3) lima orang masyarakat pengguna IKD sebagai penerima layanan. Data
diperkaya melalui observasi langsung di lokasi pelayanan IKD dan studi dokumen terhadap
peraturan perundangan, laporan kinerja, serta data statistik kependudukan. Analisis data
dilakukan mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap: (1) reduksi
data untuk menyeleksi dan memfokuskan informasi, (2) penyajian data dalam bentuk narasi
deskriptif dan matriks analitis, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi untuk memastikan
validitas temuan. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dengan
membandingkan hasil wawancara antarjenis informan serta konfirmasi dengan data
dokumentasi yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan pada periode November hingga Desember 2025 di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto. Analisis penelitian difokuskan pada upaya
mendeskripsikan implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota
Mojokerto. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi
kebijkan dari Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2022:151) yang menyebutkan enam
indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi : 1) Standar & Tujuan Kebijakan, 2)
Sumber Daya, 3) Komunikasi Antar Organisasi, 4) Karakteristik Agen Pelaksana, 5) Disposisi atau
Sikap Pelaksana, 6) Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik.
1. Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan Kkebijakan berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksana dalam
menjalankan program agar sesuai dengan arah yang telah ditetapkan. Van Meter dan Van Horn
(1975) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh
kejelasan tujuan dan standar yang spesifik serta terukur. Tujuan yang tidak jelas atau ambigu
akan menyulitkan pelaksana dan berdampak pada rendahnya kinerja implementasi. Berdasarkan
hasil penelitian dan wawancara dengan narasumber, diperoleh informasi mengenai tujuan
kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Berdasarkan hasil wawancara, penerapan
Identitas Kependudukan Digital (IKD) bertujuan untuk meningkatkan kemudahan dan
kepraktisan masyarakat dalam mengakses layanan publik melalui digitalisasi identitas
kependudukan. IKD memungkinkan proses verifikasi identitas dilakukan secara lebih cepat dan
efisien tanpa ketergantungan pada KTP elektronik fisik. Selain digunakan dalam layanan
administrasi pemerintahan, IKD juga mendukung akses lintas sektor seperti kesehatan,
perbankan, dan perpajakan, sehingga berfungsi sebagai identitas tunggal yang terintegrasi.
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Implementasi IKD ini sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung
transformasi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dari sisi regulasi dan pelaksanaan, kebijakan IKD telah memiliki dasar hukum yang jelas
melalui Permendagri Nomor 72 Tahun 2022, yang dilengkapi dengan standar operasional
prosedur (SOP), modul, dan video tutorial dari pemerintah pusat. Hal ini diungkapkan oleh
Kepala Bidang PIAK yang mengatakan “ Hal ini memudahkan pelaksana teknis dalam memahami
dan menerapkan kebijakan IKD dalam pelayanan sehari-hari. Sementara itu, masyarakat sebagai
penerima kebijakan merasakan manfaat IKD dalam bentuk pelayanan yang lebih praktis, aman,
dan efisien, meskipun masih terdapat kendala teknis yang dapat diatasi melalui pendampingan
petugas. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa kejelasan standar dan tujuan
kebijakan IKD berkontribusi positif terhadap efektivitas implementasinya di tingkat daerah.

2. Sumber Daya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya internal dalam implementasi
kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Mojokerto pada dasarnya telah
memadai. Dari sisi sumber daya manusia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Mojokerto memiliki petugas pelayanan yang cukup dan kompeten dalam menangani aktivasi IKD.
Pelayanan didukung oleh operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan
petugas front office dengan pembagian tugas yang jelas, sehingga pelayanan tetap berjalan
meskipun terjadi peningkatan jumlah pemohon. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana
seperti perangkat komputer, server, aplikasi, serta dukungan jaringan internet yang
dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika telah menunjang pelaksanaan
pelayanan IKD. Dari aspek pendanaan, implementasi IKD juga telah didukung oleh anggaran yang
dinilai cukup untuk mendukung operasional pelayanan.

Penelitian ini menemukan adanya keterbatasan sumber daya pada sisi penerima
kebijakan, yaitu masyarakat. Beberapa kendala yang dihadapi masyarakat meliputi keterbatasan
akses jaringan internet di lokasi pelayanan karena belum tersedianya fasilitas Wi-Fi publik,
sehingga masyarakat harus menggunakan data internet pribadi dengan kualitas sinyal yang tidak
selalu stabil. Selain itu, keterbatasan perangkat pribadi, khususnya telepon seluler yang tidak
mendukung aplikasi IKD, menyebabkan sebagian masyarakat tidak dapat melakukan aktivasi
IKD. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan kesiapan sumber daya antara pemerintah
sebagai pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Dalam perspektif model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, ketersediaan
sumber daya yang memadai merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi
kebijakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sumber daya internal pelaksana
kebijakan telah terpenuhi dengan baik, keterbatasan sumber daya teknologi di tingkat
masyarakat berpotensi menghambat efektivitas implementasi IKD secara menyeluruh. Oleh
karena itu, diperlukan upaya lanjutan dari pemerintah daerah untuk memperkuat dukungan
infrastruktur dasar dan pendampingan teknologi bagi masyarakat agar tujuan kebijakan IKD
dapat tercapai secara lebih inklusif dan optimal.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan dan efektivitas
komunikasi antarorganisasi yang terlibat. Dalam konteks implementasi I[dentitas Kependudukan
Digital (IKD) di Kota Mojokerto, komunikasi antarorganisasi mencakup koordinasi antara
pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga unit pelaksana di tingkat kecamatan dan
kelurahan, serta pihak lain yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pola komunikasi dalam implementasi IKD di Kota Mojokerto telah
berlangsung secara aktif dan berjenjang, baik melalui saluran formal maupun informal.
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, Dispendukcapil Kota Mojokerto menjalin
komunikasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai instansi pembina kebijakan IKD,
terutama dalam menangani kendala teknis yang berkaitan dengan aplikasi Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK) dan proses aktivasi IKD. Mekanisme komunikasi tersebut
dilakukan melalui surat edaran, petunjuk teknis, serta media komunikasi daring seperti grup
koordinasi teknis yang memungkinkan penyampaian informasi dan penyelesaian permasalahan
secara cepat. Informasi dari pemerintah pusat selanjutnya diteruskan secara berjenjang melalui
pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota sebagai pedoman pelaksanaan
kebijakan di daerah.

Di tingkat daerah, Dispendukcapil Kota Mojokerto juga membangun komunikasi dan
koordinasi yang baik dengan kecamatan dan kelurahan. Koordinasi ini terlihat dalam
pelaksanaan kegiatan jemput bola aktivasi IKD yang bertujuan mendekatkan pelayanan kepada
masyarakat serta memperluas jangkauan kepemilikan IKD. Melalui komunikasi lintas unit kerja,
Dispendukcapil menyampaikan informasi terkait jadwal, lokasi, dan kebutuhan teknis
pelaksanaan kegiatan, sementara aparat kecamatan dan kelurahan berperan dalam mobilisasi
masyarakat di wilayah masing-masing. Selain itu, komunikasi horizontal juga dilakukan dengan
berbagai pihak lain seperti perangkat daerah, instansi vertikal, perbankan, dan satuan
pendidikan sebagai bagian dari strategi perluasan pemanfaatan IKD.

Secara internal, komunikasi antara pimpinan dan petugas pelaksana IKD di lingkungan
Dispendukcapil Kota Mojokerto berlangsung melalui rapat koordinasi, arahan langsung, serta
pemanfaatan grup WhatsApp internal. Saluran komunikasi informal ini berfungsi sebagai media
konsultasi dan pelaporan cepat apabila terjadi kendala teknis di lapangan, seperti gangguan
jaringan, pembaruan aplikasi, atau permasalahan aktivasi akun IKD masyarakat. Pola komunikasi
tersebut membantu pelaksana kebijakan merespons permasalahan secara lebih cepat tanpa
harus menunggu prosedur administratif formal yang memakan waktu.

Selain komunikasi antarorganisasi, penyampaian informasi kebijakan kepada
masyarakat juga dilakukan secara langsung dan berkelanjutan. Dispendukcapil Kota Mojokerto
menyampaikan informasi mengenai IKD pada saat pelayanan di loket maupun melalui kegiatan
jemput bola. Dalam proses tersebut, petugas tidak hanya melakukan aktivasi IKD, tetapi juga
memberikan penjelasan mengenai manfaat, prosedur, serta penggunaan aplikasi IKD. Pola
komunikasi langsung ini membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan
IKD, meskipun dalam praktiknya masih dijumpai kendala berupa keterbatasan literasi digital
pada sebagian masyarakat.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang menekankan bahwa
komunikasi yang jelas dan konsisten antar pelaksana kebijakan merupakan prasyarat penting
bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, teori Edward III juga menegaskan bahwa
kejelasan pesan, konsistensi informasi, dan intensitas komunikasi berperan besar dalam
memastikan kebijakan dapat dipahami dan dijalankan secara tepat di lapangan. Dalam konteks
implementasi IKD di Kota Mojokerto, keberadaan pedoman tertulis dari pemerintah pusat,
komunikasi berjenjang, serta pemanfaatan media komunikasi informal telah membantu
mengurangi perbedaan penafsiran kebijakan di tingkat pelaksana.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana merupakan salah satu indikator penting dalam
implementasi kebijakan karena berkaitan dengan struktur organisasi, pembagian tugas, serta
mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Organisasi yang memiliki struktur
birokrasi yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, serta koordinasi internal yang baik
cenderung lebih mampu mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Dalam konteks
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kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD), karakteristik organisasi pelaksana berperan
dalam memastikan pelayanan dapat berjalan secara terarah, konsisten, dan sesuai dengan tujuan
kebijakan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), diketahui bahwa struktur organisasi di
Dispendukcapil Kota Mojokerto telah tersusun dengan jelas dan disertai pembagian tugas serta
fungsi (tupoksi) yang terdefinisi dengan baik. Pembagian tupoksi tersebut bertujuan untuk
menghindari tumpang tindih kewenangan antarpegawai dan memastikan setiap tugas pelayanan
dapat dilaksanakan secara optimal. Pelayanan aktivasi IKD, baik di kantor Dispendukcapil
maupun melalui kegiatan jemput bola, dilaksanakan oleh petugas front office dan staf Bidang
PIAK sesuai dengan mekanisme kerja yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara dengan operator SIAK menunjukkan bahwa mekanisme kerja dalam
pelayanan IKD telah berjalan secara terstruktur. Dalam pelaksanaan pelayanan, terdapat
pembagian peran yang jelas antara petugas instalasi, aktivasi, dan edukasi, khususnya pada
kegiatan jemput bola di lapangan. Selain melakukan aktivasi IKD secara teknis, petugas juga
memberikan edukasi langsung kepada masyarakat mengenai penggunaan aplikasi IKD serta
manfaatnya. Kejelasan alur pelayanan yang bersumber dari kebijakan pemerintah pusat
memudahkan petugas dalam menjalankan tugas dan meningkatkan efisiensi pelayanan.

Dalam perspektif model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, karakteristik
agen pelaksana menekankan pentingnya struktur organisasi dan pembagian tanggung jawab
yang jelas agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Hal ini sejalan dengan
pandangan Max Weber yang menyatakan bahwa pembagian tanggung jawab dalam organisasi
harus disesuaikan dengan struktur hierarki dan kedudukan masing-masing individu.
Berdasarkan hasil penelitian, Dispendukcapil Kota Mojokerto telah memenuhi aspek tersebut
melalui struktur birokrasi yang tertata, pembagian tugas yang jelas, serta dukungan pimpinan
berupa penetapan target capaian aktivasi IKD yang mendorong motivasi dan kinerja pelaksana.

Meskipun demikian, implementasi IKD di Kota Mojokerto masih didominasi oleh
kebijakan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat, sehingga ruang inovasi pelayanan di
tingkat daerah masih terbatas. Namun, Dispendukcapil Kota Mojokerto melakukan upaya adaptif
melalui kebijakan internal berupa kewajiban aktivasi IKD bagi masyarakat yang mengurus
dokumen kependudukan. Kebijakan tersebut menjadi strategi lokal untuk mempercepat capaian
implementasi IKD. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik agen pelaksana di
Dispendukcapil Kota Mojokerto telah mendukung implementasi kebijakan IKD secara efektif,
meskipun masih terdapat peluang pengembangan inovasi pelayanan yang lebih responsif
terhadap kebutuhan masyarakat.

5. Kondisi Sosial , Ekonomi, dan Politik

Dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, kondisi lingkungan
eksternal yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan politik berperan penting dalam menentukan
keberhasilan implementasi kebijakan. Lingkungan tersebut memengaruhi tingkat penerimaan
masyarakat, kemampuan masyarakat dalam mengakses kebijakan, serta dukungan politik dan
administratif dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, implementasi kebijakan Identitas
Kependudukan Digital (IKD) tidak hanya bergantung pada kesiapan institusi pelaksana, tetapi
juga pada kesiapan lingkungan tempat kebijakan tersebut dijalankan.

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi sosial masyarakat Kota Mojokerto menunjukkan
respons yang beragam terhadap kebijakan IKD. Sebagian masyarakat, khususnya kelompok usia
muda dengan tingkat literasi digital yang baik, memberikan respons positif dan merasakan
manfaat IKD dari sisi kepraktisan dan efisiensi layanan. Namun demikian, masih terdapat
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kelompok masyarakat yang mengalami kendala dalam aktivasi dan pemanfaatan IKD akibat
rendahnya literasi digital, keterbatasan pemahaman penggunaan aplikasi, serta kesulitan dalam
pengelolaan akun dan pembaruan aplikasi. Perbedaan tingkat penerimaan ini menunjukkan
adanya kesenjangan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan publik berbasis digital.
Dari aspek ekonomi, hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kepemilikan perangkat
telepon genggam yang mendukung aplikasi IKD serta akses internet yang belum optimal menjadi
faktor penghambat implementasi kebijakan. Masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke
bawah cenderung mengalami kesulitan dalam melakukan aktivasi IKD secara mandiri dan
bergantung pada pendampingan petugas. Selain itu, rendahnya persepsi urgensi terhadap IKD
pada kelompok masyarakat tertentu juga memengaruhi tingkat partisipasi dalam aktivasi, karena
kebutuhan ekonomi sehari-hari masih menjadi prioritas utama.

Sementara itu, dari aspek politik, implementasi kebijakan IKD di Kota Mojokerto
didukung oleh kondisi politik yang relatif kondusif. Pemerintah daerah menunjukkan komitmen
melalui dukungan anggaran, kebijakan internal, serta koordinasi yang baik antarinstansi,
termasuk kecamatan dan kelurahan. Tidak ditemukannya resistensi atau konflik antarorganisasi
menunjukkan adanya keselarasan antara kebijakan pusat dan daerah dalam mendorong
pelaksanaan IKD. Dukungan politik-administratif ini menjadi faktor pendukung utama dalam
menjaga keberlanjutan implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial, ekonomi, dan
politik secara simultan memengaruhi implementasi kebijakan IKD di Kota Mojokerto. Meskipun
dukungan pemerintah daerah dan manfaat kebijakan telah dirasakan oleh sebagian masyarakat,
keterbatasan literasi digital dan akses teknologi masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu,
keberhasilan implementasi IKD ke depan memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif
dan inklusif, dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi sosial-ekonomi masyarakat agar
layanan administrasi kependudukan digital dapat diakses secara merata.

6. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan salah satu indikator penting dalam model
implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yang mencakup tingkat pemahaman,
penerimaan, serta komitmen pelaksana terhadap kebijakan. Kejelasan kebijakan dan
ketersediaan sumber daya tidak akan menghasilkan implementasi yang optimal apabila
pelaksana tidak memiliki sikap yang mendukung. Sebaliknya, pelaksana yang memiliki
pemahaman dan komitmen tinggi cenderung tetap menjalankan kebijakan secara maksimal
meskipun menghadapi berbagai keterbatasan di lapangan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, disposisi pelaksana kebijakan Identitas
Kependudukan Digital (IKD) di Dispendukcapil Kota Mojokerto menunjukkan kecenderungan
yang positif. Para pelaksana pada prinsipnya menerima dan mendukung kebijakan IKD tanpa
adanya keberatan, meskipun pelaksanaan kebijakan tersebut tidak disertai dengan pemberian
insentif khusus. Motivasi utama pelaksana berasal dari komitmen untuk memberikan pelayanan
yang optimal kepada masyarakat serta kesadaran terhadap tujuan kebijakan IKD sebagai bagian
dari transformasi digital pelayanan publik.

Sikap positif pelaksana juga tercermin dalam praktik pelayanan sehari-hari, di mana
petugas tidak hanya melaksanakan aktivasi [KD secara administratif, tetapi juga memberikan
edukasi langsung kepada masyarakat mengenai penggunaan aplikasi IKD. Pelaksana berperan
aktif membantu masyarakat yang mengalami kesulitan, khususnya masyarakat dengan
keterbatasan literasi digital. Peran ini sejalan dengan perspektif street-level bureaucracy yang
menempatkan pelaksana lapangan sebagai aktor strategis dalam menentukan keberhasilan
kebijakan melalui interaksi langsung dengan masyarakat.
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Selain itu, adanya target capaian aktivasi IKD yang ditetapkan oleh pimpinan turut
memperkuat komitmen dan motivasi pelaksana. Target tersebut mendorong pelaksana untuk
bersikap proaktif dalam memberikan pelayanan, baik di kantor Dispendukcapil maupun melalui
kegiatan jemput bola. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan tidak bersikap pasif,
melainkan memiliki orientasi kinerja yang mendukung pencapaian tujuan kebijakan.

Namun demikian, disposisi pelaksana masih dihadapkan pada kendala eksternal yang
bersifat teknis, seperti keterbatasan perangkat milik masyarakat, gangguan sistem SIAK, serta
keterbatasan akses jaringan internet. Meskipun kendala tersebut berada di luar kendali langsung
pelaksana, para petugas tetap berupaya menjalankan pelayanan secara adaptif dan bertanggung
jawab. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa disposisi pelaksana dalam implementasi
kebijakan IKD di Kota Mojokerto telah berjalan dengan baik dan menjadi faktor pendukung
penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, meskipun masih memerlukan dukungan
sistem dan kesiapan masyarakat secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi
kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Mojokerto telah berjalan cukup baik,
namun belum optimal. Ditinjau dari indikator standar dan sasaran kebijakan, IKD telah memiliki
landasan hukum yang jelas serta tujuan yang terukur, tetapi pemahaman masyarakat terhadap
manfaat dan urgensi IKD masih belum merata sehingga capaian aktivasi belum sesuai target.

Dari aspek sumber daya, Dispendukcapil Kota Mojokerto didukung oleh aparatur yang
kompeten dan sarana pelayanan yang relatif memadai. Namun, kendala teknis seperti gangguan
jaringan dan permasalahan aplikasi masih memengaruhi kelancaran proses aktivasi IKD. Pada
indikator komunikasi, koordinasi antarorganisasi telah berjalan cukup efektif, tetapi strategi
sosialisasi kepada masyarakat belum sepenuhnya menjangkau kelompok dengan literasi digital
rendah.

Karakteristik agen pelaksana menunjukkan dukungan yang kuat terhadap implementasi
kebijakan, ditunjukkan melalui pemahaman prosedur dan komitmen aparatur dalam
pelaksanaan IKD. Sementara itu, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, seperti keterbatasan
kepemilikan perangkat dan kebiasaan menggunakan dokumen fisik, masih menjadi faktor
penghambat utama adopsi IKD. Pada indikator disposisi, sikap pelaksana yang responsif dan
partisipatif menjadi faktor pendukung penting, meskipun masih memerlukan penguatan
kapasitas dan dukungan teknis agar implementasi IKD dapat berjalan lebih optimal dan merata.

SARAN
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah
sebagai berikut:
1. Penguatan sosialisasi kebijakan IKD
Dispendukcapil Kota Mojokerto perlu mengembangkan strategi sosialisasi yang lebih
adaptif dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat literasi digital
masyarakat, khususnya melalui pendekatan langsung di tingkat kelurahan dan
lingkungan masyarakat.
2. Peningkatan dukungan teknis dan infrastruktur
Diperlukan penguatan dukungan teknis, termasuk antisipasi gangguan jaringan dan
permasalahan aplikasi, melalui koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat
serta penyediaan alternatif teknis saat pelayanan lapangan.
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3. Optimalisasi komunikasi pelayanan
Penyampaian informasi IKD kepada masyarakat perlu dilakukan dengan bahasa yang
sederhana dan aplikatif, disertai panduan singkat penggunaan IKD agar masyarakat tidak
hanya melakukan aktivasi, tetapi juga mampu memanfaatkan IKD secara mandiri.

4. Penyesuaian strategi implementasi dengan kondisi sosial masyarakat
Pemerintah daerah perlu menyesuaikan strategi implementasi IKD dengan kondisi sosial
dan ekonomi masyarakat, termasuk memberikan fleksibilitas pelayanan bagi kelompok
yang belum siap secara digital guna mencegah kesenjangan akses layanan.

5. Penguatan kapasitas aparatur pelaksana
Pembekalan teknis dan dukungan operasional bagi aparatur pelaksana perlu dilakukan
secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas pelayanan dan mendukung percepatan
implementasi IKD.
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